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melibatkan unsur petugas layanan dari Dinas terkait serta

pendamping program yang ada di Desa.

Sebelum rapat triwulan dilakukan, KPM melakukan rekapitulasi

hasil monitoring bulanan terkait dengan:

a. tingkat capaian indikator layanan pencegahan stunting
di Desa; dan

b. tingkat konvergensi layanan pencegahan stunting di Desa.

KPM dan RDS juga perlu mencatat apa yang menyebabkan sasaran

dalam periode tersebut tidak menerima paket layanan secara

lengkap.

Hasil perhitungan dan catatan hasil monitoring bulanan selanjutnya

dibahas dalam rapat evaluasi triwulan yang diharapkan menjadi:

a. masukan atas proses perencanaan pembangunan Desa;

b. bahan advokasi pemerintah Desa kepada penyedia layanan;

c. masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk Stunting
Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Lokakarya Lintas Sektor
Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Desa lainnya;

d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan; dan

e. bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi
masyarakat.

Pasal 38

Hasil pemantauan bulanan disampaikan dalam laporan akhir
pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan BPD dalam
Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada bulan Desember
setiap tahun.

Penyampaian hasil pemantauan bulanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan Musyawarah
Desa Pertanggungjawaban Pembangunan Desa yang dilakukan 2
(dua} kali dalam setahun, yakni pada setiap bulan Juni dan
Desember,

Dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), disampaikan capaian hasil pemantauan terhadap 5 (lima)
paket layanan pencegahan stunting serta korelasinya terhadap
perkembangan angka stunting di Desa.

Bagian ketiga
Pelaporan Hasil Pemantauan

Pasal 39

Pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan stunting
dilakukan pada setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan
beberapa hal yang akan dilaporkan Desa yaitu:
a. keberadaan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam
periode satu tahun antara lain:
total ibu hamil;
jumlah ibu hamil kekurangan energi kronik atau Risti;
total anak 0-23 bulan;
jumlah anak 0-23 bulan terindikasi stunting (pengukuran
dengan tikar pertumbuhan);
5. jumlah anak 0-23 bulan beresiko stunting
(pengukuran dengan tikar pertumbuhan); dan
6. jumlah anak 0-23 bulan tidak stunting (pengukuran dengan
tikar pertumbuhan).
b. tingkat konvergensi 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam
penerimaan paket layanan selama setahun.
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¢. hasil pengukuran tikar pertumbuhan.

d. jumlah dana dari APB Desa untuk kegiatan pencegahan stunting.
Format pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan
stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah
tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.

Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan
pemantauan (form pemantauan bulanan) serta hasil analisa dalam
formulir rekap 3 (tiga) bulanan disampaikan kepada kepala Desa
sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang
relevan.

Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan
kembali dalam format yang sederhana dan cukup informatif untuk
selanjutnya disebarkan atau dipasang di papan-papan informasi
sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat berbagai
pihak.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pengawasan Mandiri Desa

Pasal 40

Pengawasan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan Stunting
di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau melalui
RDS.

Pengawasan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerapkan keterbukaan infomasi stunting,.
Keterbukaan informasi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan upaya Desa dalam memperoleh  dan
mempublikasikan data konvergensi pencegahan stunting berbasis
Desa.

Data konvergensi pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diperoleh melalui kegiatan identifikasi, perencanaan
dan data hasil pengukuran terhadap bayi usia 0 - 23 bulan.
Publikasi data konvergensi pencegahan stunting sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperkuat komitmen
pemerintah Desa dan masyarakat dalam gerakan bersama
pencegahan stunting.

Pasal 41

Pengawasan pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting melalui
RDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan
melalui rembuk pengawasan.

Rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam rangka pengendalian atas efektivitas setiap proses

kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

Rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk:

a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan;

b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan
telah sesuai dengan kriteria yvang ditetapkan;

c. memastikan seluruh pelaku pencegahan stunting telah
melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing;

d. mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program;



e. mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

g menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanfaatan
hasil kegiatan.

(4) Rembuk Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setiap triwulan, dengan materi
pembahasan sebagai berikut:

a. efektivitas pengukuran;

b. pelaksanaan pengukuran;

c. pengelolaan data;

d. pemanfaatan data hasil pengukuran; dan

e diseminasi dan publikasi hasil pengukuran.

Pasal 42

Hasil rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
dirumuskan dalam bentuk usulan dan/atau rekomendasi perbaikan
pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting.

Usulan dan/atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan pencegahan
Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Pemerintah Desa dan tembusannya disampaikan kepada:

a. pelaksana pengukuran stunting;

b. penyedia layanan konvergensi; dan

c. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 43

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai
dengan Pasal 42 disampaikan sebagai laporan Kepala Desa kepada
Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan konvergensi pencegahan

Stunting, laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dipublikasikan kepada masyarakat dan penyedia layanan di

tingkat Desa.

Laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai:

a.dasar pertimbangan bagi perangkat Daerah terkait dalam
pengambilan kebijakan, pemberian dukungan layanan konvergensi
pencegahan stunting meliputi ketersediaan tenaga kesehatan, kader
teriatih, guru PAUD terlatih atau layanan intervensi spesifik lainnya.

b. dasar pertimbangan bagi pemerintah kecamatan dalam menilai
kinerja Desa serta bahan penilaian dan evaluasi untuk pengambilan
kebijakan berikutnya melalui penghargaan, penindakan, maupun
pengembangan atas apa yang telah dicapai;

c. gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan stunting yang telah
dicapai oleh Desa, serta bahan evaluasi bagi Kepala Desa untuk
pengambilan kebijakan perbaikan dan peningkatan ke depan;

d. gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan stunting yang telah
di capai oleh kader Desa serta pembelajaran untuk evaluasi
perbaikan kinerjanya ke depan;

€. dasar pertimbangan bagi fasilitator pendamping program masuk
Desa atas kinerja Desa serta bahan evaluasi atas peningkatan
kinerja pendampingan berikutnya; dan

f. bentuk pertanggungjawaban publik untuk membangun kontrol
sosial dan bahan dukungan kontribusi masyarakat untuk
peningkatan kinerja Desa berikutnya.
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Kegiatan konvergensi pencegahan stunting dibiayai dari APB Desa,
APBD Kabupaten, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting melalui APB
Desa diantaranya bersumber dari dana Desa dilakukan sesuai dengan
kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah
Desa.

Pasal 45

Pembiayaan untuk penyusunan rencana kegiatan, dapat
menggunakan APB Desa sebagaimana kegiatan reguler rapat
musyawarah pembangunan di desa.

Kebutuhan penguatan kapasitas bagi KPM sebagaimana dimaksud
pada pasal 9 ayat (2) dapat didanai melalui APB Desa.

Pembiayaan pemantauan layanan, diskusi kelompok terarah dan
analisa sosial, rapat rutin RDS, dan insentif kader dapat menggunakan
dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana Desa.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan

dan penanganan stunting di Desa.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menjaga pola hidup sehat;

b. menjaga kesehatan lingkungan,;

¢. mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi; dan

d. memberikan masukan terhadap penyelenggaran pencegahan dan
penanganan stunting.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

{1} Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 16 D%ember 2022

BUPATI POSO,
ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 16 D2senber 2022

Pj. SHKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

-~

FRITS SAM PURNAMA
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